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A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan negara bangsa Indonesia sejahtera addkaiita pendiri
negeri ini. Kondisi tersebut hanya bisa dicapaa jilegeri ini lepas dari berbagai
permasalahan sosial, ekonomi dan politik diantaaaayalah semakin maraknya
praktik-praktik korupsi (Pimpinan KPK, 2007:1). dmn kalimat yang tertuang
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Riepuibonesia Tahun
1945...”melindungi segenap bangsa Indonesia dan weluumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umwengcendaskan kehidupan
bangsa dan.”,merupakan amanah para pendiri negeri kepada peminggeri
saat ini (KPK,2007:2).Selanjutnya, bahwa kenyatgansetelah lebih dari 65
tahun merdeka, negara bangsa Indonesia yang mentiikian untuk
menyejahterakan rakyat masih jauh dari harapann&angenyakit bernama
korupsi. Korupsi merupakan penyakit akut yang mbayee seluruh tatanan
kehidupan masyarakat. Daya rusak yang ditimbulkalpaa korupsi, tidak hanya
menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapa jogenghancurkan pilar-pilar
demokrasi. Theodore M. Smith (1971) dalam Ham2807:7) menyoroti bahwa

kasus korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut

On the whole corruption in Indonesia appears tegent more of
recurring political problem than an economic oné.undermines the
legitimacy of the government in the eye of the gpeducated elite and
most civil servants... .Corruption reduces suppfant the government
among elites at the province and regency level.



Kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa secaralkesean korupsi di
Indonesia muncul lebih sering sebagai masalahilpdliaripada ekonomi. la
menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mgateerasi muda, kaum elit
terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengiratukungan pada
pemerintah dari kelompok elite di tingkat provimEin kabupaten. Lebih tegas

Gunnar Myrdall (1977:166) dalam Hamzah (2007:7-8hgemukakan :

The problem is of vital concern to the governmdrauth Asia, because
the habitual practice of bribery and dishonesty gravthe way for an
authoritarian regime which justifies itself by tbesclosures of corruption
has regularly been advance as a main justification military take
overs...

Masalah Korupsi merupakan suatu yang penting karkeliasaan
melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalambongkar korupsi
dan tindakan-tindakan hukuman terhadap pelandgarupsi yang terjadi saat ini
merupakan suatu yang sangat penting diperhatikéwk wiberantas dan harus
disesuaikan dengan stabilitas suatu negara. Kohgrsisal dari kata berbahasa
latin, corruption kata ini sendiri punya kata kerjaprrumpere,yang berarti
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atenyagok. The Lexion
Webster Dictionary1979) menyebutkan bahwa “Corruption {L.corruptigfrthe
act corrupting, or the the state of being corruptjtrefactive decomposition,
putrid matter;moral perversion;depravity,perversioaf integrity;corrupt or
dishonest proceedings, bribery;perversion fromadesof purity; debasement, as a
language; a debased form of a wordirti dari kata korupsi itu adalah kebusukan,
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuaiidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian serta kata-kata yangt dapnghina dan memfitnah.



Selanjutnya, Grote Winkler Prins (1977) dalam Ham{2007:5) menegaskan
bahwa “Corruptio=omkoping, noemt men het verschijnsel dahbtenaren of
andere personen in dienst der openbare zaak (zlgeechieronder voor
zogenaamd niet ambtelijk corruptive) zicht laterkopen” makna di atas berarti

bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan.

Menurut International Transparancykorupsi adalah perilaku pejabat
publik, politikus, atau pegawai negeri, yang sedatak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekajath dirinya, dengan
cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipgkeay kepada mereka.
(Integrito:2009), menurut UU No.31 Tahun 1999 P&ssébagaimana diubah UU
No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak &idanupsi, menyatakan
korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum demgi&sud memperkaya
diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korgprgsng dapat merugikan
keuangan/perekonomian negara. Pada mulanya pemahamgpsi berkembang
di negara Barat (permulaan abad ke-19) setelahyadiggris 1688, Revolusi
Perancis 1789, dan Amerika Serikat 1776 ketika sgrinpemisahan antara
keuangan umum/negara dan keuangan pribadi (Mal@¥ka3). Pemikir Jack
Bologne mengatakan, akar penyebab korupsi ada erGpaed, Opportunity,
Need, ExposedDia menyebutny&ONE theory yang diambil dari huruf depan
tiap kata tadi.

Greedterkait keserakahan dan kerakusan para pelakuyporioruptor
adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirifiyaya satu gunung

emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Pumya segudang,
ingin pulau pribadi.



Opportunity terkait dengan sistem yang memberi lubang teryadin
korupsi. Sistem pengendalian tak rapi, yang meminkgk seseorang
bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangart [8aaamaan, sistem
pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulagtaarBebas
berlaku curang. Peluang korupsi menganga lebar.

Needberhubungan dengan sikap mental yang tidak perokbp, penuh
sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhantgirernah usai.

Exposesberkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yandah.
Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku mauwmrang lain.
Deterrence effectyang minim. (Djabbar, Dikutip dari Harian Media
Indonesia,http://lwww.kpk.go.id)

Pernyataan di atas menegaskan bahwa perilaku katiggbabkan oleh
faktor manusianya disertai adanya kesempatan yamglnkung perilaku tersebut
terjadi. Menurut B.Soedarso dalam Hamzah (2007:pafla umumnya orang
menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sghaf) paling gampang
dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejdhauknya ekonomi, mental
pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajeryang kacau yang
menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dabagainya, selanjutnya
ditegaskan Soedarso bahwa banyak faktor yang laetenj saling mempengaruhi
satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yaaghkitdlapi. Dilihat dari
tinjauan sejarah contoh Negara Indonesia, sebagaiafd bekas jajahan,
Indonesia meninggalkan perilaku yang sudah melettalam keseharian
masyarakatnya, misalnya pemberian upeti sebagdulbedat ketimuran, tapi
ditinjau dari perilaku korupsi hal ini merupakannhe gratifikasi (pemberian
hadiah), dalam pandangan Geertz (Soewardi,200pa8a zaman penjajahan

Indonesia tidak hanya dikuras harta benda, melaifilkaa dan semangat dengan

mana orang Indonesia memetamorfosekan dirinya asebagsyarakat yang



dinamis, sehingga sikap permisif terhadap periledrupsi sangat kental dalam
kehidupan mereka.

Faisal Djabbar (2007:3), yang diwarnai oleh pentapgmund Freud
Kaitan korupsi dan perkembangan kepribadian sesgoFieud membantu kita
memahami bahwa perilaku korupsi erat hubungannyagate hambatan
kepribadian seseorang di masa kanak-kaBaknund Freudnerupakan pendiri
psikoanalisis yaitu aliran yang mendalami jiwa naawsampai ke alam bawah
sadarnya. Dia mencari sebab perilaku manusia padadka jauh di dalam diri
manusia. Oleh karena, itu psikoanalisis disebu& jpgikologi mendalanDepth
psychologyleori psikoanalisis fokus pada pentingnya pengatamasa kanak-
kanak. Intinya, masa kanak-kanak memegang peranemhd@n dalam
membentuk kepribadian dan tingkah laku manusik&etewasa kelak.Ada lima
tahap perkembangan kepribadian dalam psikoanaMesurut Freud manusia,
dalam perkembangan kepribadiannya, melalui tahapaly anal, phallis, laten
dangenital Sejalan dengan hal tersebut Huntington (Alat@871149) terjadinya
korupsi yang meluas diakibatkan dari industrialisggng membuka peluang

kepada orang untuk memperkaya diri.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebualb&d@n terbentuk
melalui proses yang bertahap dan dalam jangka wedtaiif panjang, hal ini
berhubungan dengan perbaikan manusianya agar titeElkkukan tindakan-
tindakan korupsi, misalnya dengan menanamkan kesadaukum, serta
meningkatkan kesejahteraan (Maheka,2007:32). Lemjut (Maheka, 2007;68)

dalam menanggulangi masalah ini perlu ada perdaa sersyarakat dengan rumus



: Pemberantasan korupsi = Pencegahan + PenindaRamnah serta masyarakat.
Peran pemuda dan masyarakat dalam perjuangan maertdse korupsi sudah
berlangsung lama (Dikyanmas KPK RI, 2007;2). Lamgkengkah pencegahan
perilaku korupsi lainnya adalah dengan menerapkanmengembangkan nilai-
nilai luhur diantaranya menanamkan nilai-nilai Kepan,Kepercayaan diri,
Kompetitif, Kebersamaan, Saling berbagi dan  ghargai (Dikyanmas KPK

RI, 2007;6).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudaksdil@kan sejak 1957
dengan Peraturan penguasa Militer No.PRT/PM/06 18&mpai tahun 2005
dengan Keppres No. 11 Tahun 2005 (Maheka,2007@8)rSitu upaya tersebut
disosialisasikan melalui komisi Pemberantasan Igirupada Direktorat
Dikyanmas (Pendidikan dan pelayanan Masyarakaguasedengan Undang-
undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasdak pidana korupsi
Pasal 6 huruf d KPK bertugas melakukan tindakastattan pencegahan tindak
pidana korupsi, langkah-langkah pencegahan sudakudlan melalui sosialisasi
anti korupsi, pendidikan anti korupsi, warung keran, pelajar terpuji, lomba
pidato anti korupsi, lomba kartun anti korupsi daim-lain. Dengan pemaparan
diatas diharapkan tercapai sebuah tujuan Perilaki@i &orupsi, yaitu
berkembangnya sembilan nilai anti korupsi yaitanggung jawab, disiplin, jujur,
sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dadulp (KPK RI,2008). Jika
perilaku korupsi ini terus menerus dibiarkan ma&gagyakan terjadi pada Negara
ini adalah sebuah kehancuran dari segi pendidikakdlau kita bisa

menghilangkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotismmaytu bangsa kita ini akan



meningkat dalam segala hal termasuk dalam pendid#kaam 2005;111), Sistem
pendidikan di Indonesia juga sudah diracuni oledkiik-praktik KKN yang telah
menjadi kanker dalam tubuh pendidikan kita (Til#298;18) kehancuran juga
bisa terjadi pada penegakan hukum dan pelayanaryanaat yang tidak
terkontrol, pembangunan sarana fisik yang terbdagk@&emokrasi tidak berjalan

lancar, prestasi tidak berarti dan ekonomi jadichariTim KPK R1,2007;29).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan pentdatam upaya
menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Secara kuekuPKn dirancang sebagai
subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengentlaangotensi individu agar
menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak msdieara teoretik dirancang
memuat dimensi Kognitif, Afektif dan Psikomotoriteegrasi konsep ide, nilai,
moral Pancasila dan secara programatik mengusdagniai dan pengalaman
belajar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-H&@inataputra dan
Budimansyah, 2007:86). Selanjutnya (Winataputra Badimansyah, 2007:97),
di SD PKn bertujuan menanamkan sikap dan perilakand kehidupan sehari-
hari dan memberi bekal kemampuan untuk melanjuteatngkat SMP , di SMP
PKn bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keraanmpemahami nilai-
nilai Pancasila sedangkan di SMA PKn bertujuaningkatkan pengetahuan dan
mengembangkan kemampuan memahami dan menghaytatinseyakini nilai-
nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalamdikglin bermasyarakat. Dari
paparan tersebut jelaslah bahwa PKn sangat pentibgrapkan dalam
pembelajaran untuk mencegah perilaku korupsi khnysukarena memuat nilai-

nilai Pancasila yang terintegrasi dalam muatankkiluim di persekolahan, hal ini



sesuai dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 wrifstem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), bahwa pendidikan kewargamegamerupakan nama mata
pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasam deenengah dan mata kuliah
wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37).

Masalah korupsi adalah masalah warga negara yang liicegah dan
ditanggulangi mulai dari hal-hal terkecil dalam &dearian kita, penanggulangan
dan pencegahan perilaku korupsi bukan hanya tugds§ ldtau pemerintah tapi
merupakan masalah bersama, salah satunya dengasramlean sebuah model
pembelajaran di persekolahan yang diharapkan mammgmbantu masyarakat
khususnya para siswa SMA dalam menanamkan nilai-réinti korupsi.
Winataputra (2008) memaparkan sampai saat ini prpembelajaran di sekolah-
sekolah masih jauh dari sifat mendidik dan menck@a Pendekatan
pembelajaran ekspositoris dan naratif yang memgkdim penguasaan fakta dan
konsep-konsep yang steril, merupakan hal yang senmaémfosil. Peserta didik
sudah terkondisi untuk belajar sekedar lulus yjisang juga menekankan pada
penguasaan pengetahuan yang tidak fungsional. &aren bimbingan tes
berkembang menjadi bisnis pendidikan yang sandat karena terkesan lebih
dihargai masyarakat dari pada pembelajaran di abkd@itegaskan Winataputra
(2008) bahwa kondisi tersebut merupakan akibat tidak terjaminnya mutu
pendidik dan tenaga kependidikan, dan tidak adastgadar nasional proses
pembelajaran. Proses pembelajaran saat ini tidak tari ritual pedagogis yang
berisi diskursus yang tidak menarik, dan tidak nesitifasi peserta didik untuk

mengembangkan seluruh potensinya , termasuk patetsk menjadi pebelajar



sepanjang hayat. Untuk menghasilkan lulusan yardpselan baik, sebagaimana
dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional, peségera dikembangkan
standar nasional proses pembelajaran dan stanoagatekependidikan. Sistem
pengadaan, pengangkatan, penugasan, dan pembieaagat kependidikan
mendesak untuk dibenahi. Proses pembelajaran yandidik dan mencerdaskan
hanya akan tumbuh apabila guru dan tenaga kep&adidainnya benar-benar
terdidik dengan baik, terlatih dengan baik, danaten kesejahteraannya.
Bersamaaan dengan itu, akses sekolah, guru dangdsitik terhadap berbagai
sumber belajar perlu diperluas dengan cara mengegkba perpustakaan
sekolah dan perpustakaan daerah, serta pemanfsat@ma teknologi informasi
dan komunikasi secara memadai. Dengan cara itueprpembelajaran akan
menjadi sarana pengembangan budaya belajar (meprbanalis, dan berhitung)
yang powerfull, yang pada gilirannya akan mendukung tumbuhnya anakst
berbasis pengetahugknowledged society)sebagaimana hal itu juga menjadi
prinsip pendidikan nasional menurut Undang-undaag2Q tahun 2003.

Saat ini para siswa harus dibekali materi denganbelajaran yang aktif
kreatif dan terstruktur seperti yang dikemukakashoSomantri, N 2001 : 300
yang mengenalkan metode pembelajaran PKn yangjlgsadiadaptasi untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengamumduhkan dialog kreatif
sebagai latihan melakukan praktek komunikasi yamgpas, cerdas dan
bertanggung jawab. Guru akan menjadi insiator, atay fasilitator dan mediator
yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran dikesuaikan dengan

kebutuhan dasar peserta didik. PKn secara paratigsarat dengan muatan
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afektif masih dianggap keliru karena dilakukan saclkognitif sebagai satu-
satunya obat mujaralpdnacea untuk mengatasi persoalan kehidupan siswa
khususnya menyangkut perilaku dan moral (Winatap2®01).

Model Pembelajaran yang dapat diterapkan supayavasislapat
berpartisipasi secara aktif dan kreatif adalah derigroject Citizen dengan
model ini siswa berusaha membentuk identitas messkadiri dan membina
hubungan dengan masyarakat, sebagian besar padaremaja, siswa mulai
bergeser pemikirannya dari berpikir konkret menogupikir abstrak, para siswa
berusaha menggali nilai-nilai yang menurut merekk latau buruk, sah atau
tidak sah. Budimansyah (2008:183). Jadi tujifmject Citizenadalah untuk
memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam meakggn hak dan
tanggungjawab kewarganegaraan yang demokratis unef@nelitian yang
intensif mengenai masalah kebijakan publik di sak@tau di masyarakat tempat
mereka berinteraksi (Budimansyah,2009:2). Dengamilden diharapkan model
Project Citizen dalam pembelajaran PKn pada Konsep Sistem hukum da
Peradilan Nasional Indonesia berpengaruh terha@manaman nilai-nilai anti
korupsi dengan baik bagi para siswa SMA dalam memalkorupsi, sehingga
cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaa® WRI Tahun 1945 dapat
tercapai.

Menurut pandangan Budimansyah (2008:179), dalarmdata isi
dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Plen)pakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada dua tujuan utaRertama,pembentukan warganegara

Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakahdka#tan kewajibannya.
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Kedug pengembangan warga negara Indonesia yang cet@lasnpil dan
berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila danD(UNRI Tahun 1945),
sejalan dengan hal tersebut menurut Cogan (1998:.damm Arif (2008)
menjelaskan bahwa warga negara harus memilikikieniatik sebagai berikut:

1. The ability to look at and approach problems as enher of a global
society (kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagga w
masyarakat global);

2. The ability to work with others in a cooperative yand to take
responsibility for one’s roles/duties within sogiet(kemampuan
bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggamagb atas peran
atau kewajibannya dalam masyarakat);

3. The ability to understand, accept, appreciate amderate cultural
differences(kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormat
perbedaan-perbedaan budaya);

4. The capacity to think in a critical and systemicywkemampuan berpikir
kritis dan sistematis);

5. The willingness to resolve conflict and in a noalemt manner
(kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara dampa kekerasan);

6. The willingness to change one’s lifestyle and comsion habits to
protect the environmentkemampuan mengubah gaya hidup dan pola
makanan pokok yang sudah biasa guna melindundidimgan);

7. The ability to be sensitive towards and to defeachdn rights(eg, rights

of women, ethnic minorities, ¢tand (memiliki kepekaan terhadap dan



12

mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kania, minoritas

etnis, dsb);

8. The willingness and ability to participate in patg at local, national and
international levels (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam
kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lpkahsional, dan
internasional);

Dari pandangan Cogan tersebut diharapkan setiagawsrgara memiliki
karakteristik untuk kehidupannya, dengan bertangguvab, menghormati hak
orang lain dan melakukan kewajiban sebagai warggarae hal yang sama
diungkapkan oleh Sapriya (2008:200) bahwa setiaygdsm dan negara mengakui
pentingnya pembangunan karakter bandsational Character building dalam
rangka memelihara dan mempertahankan eksistenagaehegara-bangsa. Hal
ini berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraag gagelaskan oleh Branson
(1998:16), yang memuat tiga komponen penting yaith:Civic knowledge
(pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengayaagaeharusnya diketahui
oleh warganegara; 2Civic skill (keterampilan kewarganegaraan), adalah
kecakapan intelektual dan partisipatoris warga reegang relevan; dan &)ivic
disposition(watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan paad&t&a publik
ataupun privat yang penting bagi pemeliharaan damg@mbangan demokrasi
konstitusional. Karakter dan kompetensi kewargareagayang diharapkan sesuai
penjelasan di atas salah satunya adalah denggardenenanamkan nilai-nilai
anti korupsi sejak dini, sehingga tujuan dari cita- nasional Indonesia yang

tertuang dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 akaapai.
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B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di ataspafadiidentifikasikan

masalah penelitian yaitu Apakah Modetoject Citizen dalam Pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadagnaman nilai-nilai anti

korupsi Siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan ditena Nasional

Indonesia dibandingkan model pembelajaran konveatid?. Sesuai latar

belakang masalah penelitian di atas, dirumuskatapgaan penelitian sebagai

berikut:

1.

2.

3.

4.

Apakah terdapat perbedaan penanaman nilai-nilai kamtpsi Siswa SMA

pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasionahkgla dengan model
Project Citizendibandingkan model pembelajaran konvensional ?

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan ketedibbatsiswa dalam

mengidentifikasi masalah korupsi untuk dikaji kel@shadap penanaman
nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada kepsSistem Hukum dan
Peradilan Nasional ?

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan ketedibatiswa dalam memilih
suatu masalah korupsi untuk dikaji kelas terhadagpapaman nilai-nilai anti
korupsi siswa SMA pada konsep Sistem HukamMeradilan Nasional ?
Apakah terdapat pengaruh yang signifikan ketedibatsiswa dalam

mengumpulkan informasi tentang korupsi teadpagdenanaman nilai-nilai
anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistenkurdu dan Peradilan

Nasional ?
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5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan ketedibatsiswa dalam
mengembangkan portofolio kelas terhadap penanaitemilai anti korupsi
siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Ranadasional ?

6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan ketedibatsiswa dalam
menyajikan portofolio kelas terhadap penanamartmilai anti korupsi siswa
SMA pada konsep Sistem Hukum dan PeradilaioNal ?

7. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan ketedibatsiswa dalam
melakukan refleksi pengalaman belajar terhadap r@@nan nilai-nilai anti

korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukam®eradilan Nasional ?

C. Tujuan Pendlitian

Sesuai Rumusan masalah di atas, tujuan penelitiayaitu mengetahui
Apakah ModelProject Citizen berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti
korupsi Siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan ditara Nasional
Indonesia dibandingkan model konvensional. Adapynah khususnya adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingk@&namamilai-nilai
anti korupsi SiswaSMA pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Indonesia dengan modeProject Citizen dibandingkan model pembelajaran

konvensional

2. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yangifigigm keterlibatan
siswa dalam mengidentifikasi masalah korupsi teahgaenanaman nilai-nilai
anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistenkudu dan Peradilan

Nasional.
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. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yangifikgm keterlibatan
siswa dalam memilih suatu masalah korupsi untulajdikelas terhadap
penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA adp konsep Sistem
Hukum dan Peradilan Nasional.

. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yangifikgm keterlibatan
siswa dalam mengumpulkan informasi tentang korigseadap penanaman
nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada kepsSistem Hukum dan
Peradilan Nasional

. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yangifikigm keterlibatan
siswa dalam mengembangkan portofolio kelas teghpdaanaman nilai-nilai
anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistenkudu dan Peradilan
Nasional.

.~Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yangifikigm keterlibatan
siswa dalam menyajikan portofolio terhadap penamamdai-nilai anti
korupsi siswa SMA pada konsep Sistem HukamFeradilan Nasional

. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh yangifikigm keterlibatan
siswa dalam melakukan refleksi pengalaman belagdnatiap penanaman
nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada kepsSistem Hukum dan

Peradilan Nasional.
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D. Asums

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajarapnmemiliki-nilai-
nilai yang baik jika para siswa ikut ambil bagiatara aktif dalam kehidupan
politik dan berwarga negara,pendidikan kewargareager itu adalah
pendidikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pail@aleh karena itu
dengan cara berpikir konsistensi dan koherensiligidsan kewarganegaraan
untuk Indonesia adalah pendidikan Pancasila, ddpegaskan bahwaore
dari pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesitalad®ancasila. Dengan
kata lain dapat dirumuskan bahwa pendidikan kewemgaraan untuk
Indonesia secara filosofik dan substantif-pedadgagdragogis, merupakan
pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribpdserta didik agar
menjadi warga negara Indonesia yang religius, laelkiean, berjiwa persatuan
Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dedeaéilan. (Winataputra,

2008).

2. Model Project Citizen merupakan pembelajaran sebagai proses Kegiatan

Belajar Mengajar ( KBM ) yang berintikan pada aités belajar siswa kadar
tinggi dan multi domain serta multi dimensionalpges ajar utuh terpadu,
interdisipliner, akan memberdayakan kesempataratipah pelakonan

berbagai kegiatan dan kemahiran siswa menjadi waagyarakat serta anak

bangsa yang baik, demokratis, cerdas,berbudaya

Indonesia.(Budimansyah:2008).
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E. Hipotesis
1. HipotesisMayor

Semakin tinggi keterlibatan siswa dalam aktivitaslajar dengan
menggunakan moddProject CitizenpadaKonsep Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional Indonesianaka semakin berpengaruh terhadap penanamamitaliaanti
korupsinya dibandingkan model konvensional.

2. HipotesisMinor

a) Terdapat perbedaan tingkagnanamamilai-nilai anti korupsi Sisw&MA
pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasionalnkgla dengan model
Project Citizendibandingkan model pembelajaran konvensional

b) Semakin aktif siswa dalam mengidentifikasi mdsadtarupsi maka
berpengaruh signifikan terhadap penanaman-miki anti korupsi
siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Ranaasional

c) Semakin pandai para siswa dalam memilih suatu rfadairupsi untuk
dikaji kelas maka berpengaruh  signifikan tedpagenanaman nilai-
nilai anti korupsi siswa SMA pada konsepteis Hukum dan
Peradilan Nasional

d) Semakin efektif dan efisien siswa dalam mengumpulka informasi
yang terkait masalah korupsi maka berpengarsignifikan terhadap
penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA ada konsep Sistem

Hukum dan Peradilan Nasional
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e) Semakin kreatif siswa dalam mengembangkan portofeiklas maka
berpengaruh  signifikan  terhadap penanamai-mihi anti korupsi
siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Reradasional

f) Semakin Kritis siswa dalam menyajikan portofolio kaaberpengaruh
signifikan terhadap penanaman nilai-nilai anti lgmilsiswa SMA  pada
konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.

g) Semakin menghayati siswa dalam melakukan refletsgalaman belajar

maka berpengaruh signifikan terhadap penanamilai-nilai anti
korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukwan Beradilan
Nasional

F. Metode Pendlitian

Metode yang digunakan adalah metode eksperimenadergncangan
guasi eksperimen, yang merupakan pengembangatrwaexperimental design,
yang sulit untuk dilaksanakan. Desain ini mempurkgompok kontrol, tetapi
tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol vatifddar yang mempengaruhi
pelaksanaan eksperimen. Desain kuasi eksperimamakgn karena pada
kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol gyahgunakan untuk

penelitian. (Sugiyono,2009:114).

Dalam penggunaannya peneliti mengambil salah sa&mtuk quasi
eksperimen yaitimonequivalent control group desigDalam Desain ini terdapat
dua kelompok yang dipilih tidak secara random, keiaru diberi pre-test untuk

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antanmpad eksperimen dan
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kelompok kontrol. (Sugiyono, 2009:116). Hal itu &&s dengan apa yang
dikemukakan Millan (2000), juga Creswell (1994) Wwahdalam membuat desain
kuasi eksperimen harus membentuk kelompok kontiemh dan kelompok
eksperimen yang dilakukan tanpa acak atau randoml. tersebut dapat

digambarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 1.1.

Kuasi eksperimen

o1 X 02

03 04

Sumber : Sugiyono (2009:116).

G. Lokas dan Sampel Penelitian

Sebagai Kelas Eksperimen dalam penelitian ini éds¢duruh siswa kelas X
SMA Negeri 1 Cimahi sebanyak sembilan kelas dam yhjadikan sampel adalah
satu kelas yang ditentukan sebagai kelompok ekspariyang akan diberikan
perlakuan dengan modetoject Citizensetelah diberikapre-testterlebih dahulu
yang akan dibandingkan dengan satu kelas laingaeli@lompok kontrol pada
Sekolah yang sama. Dalam membuat perbandingamaatgiompok eksperimen
dan kelompok kontrol akan dilakukan tes hasil laelgfang dilakukan melalui
pre-testdan post-testdan hasilnya akan dibandingkan antara kelompalgya
mendapat perlakuan dengan yang tidak untuk dicarbguaan antara kedua

kelompok tersebut.



